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A,f.-f»' Mcnimb . BUPATI PESISIR SELATAN, "
» i She e e e,
e “ a. bahwa dalam rangkn terinkannnny e ~‘"|‘:f\'ul.'|‘:.|n TN,
| ketentuan Peraturan Dacrah l(t!l"ll"‘“;”" :.:f\‘\:«‘:n‘-\un\un ¢
B i 4 16 ‘n.
dengan baik dan guna terwujudny ko ten besiai A ETH
dan kectenteraman masynrakat i Kabupn J Bty
D/ ) ir or ibentuk lForum  Penepnk
N lats <t erlu diben 5
. Sclatan, maka dirasa | : it Y g T
‘ Peraturan Daerah, Ketentraman dan Katertibnn m T
N ° ot ’ B v e
' di Kabupaten Pesisir Sclatan 'ahun 201535 -
\\ b. bahwa Forum Pcncgak Pcraturan Daeranh, Ketentramnn
| dan Ketertiban Umum dibentul danlam |i§|\‘rv\‘.t\
menegakkan Supremasi Hukum dan Wibhnwn LTI,
Pemerintah Dacrah terhadap produlk-produk hukum LT
yang tclah ditetapkan berdasarkan  ketentunn  ynng,
l\*; berlaku. Forum Penegak Peraturan Dacrah,
\ Ketentraman dan Ketertiban Urmum dalnm
Pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan  aparat
penegak hukum lainnya di Kabupaten Pesisir Selatan,
Kepala Satuan Kerja Perangkat Dacrah, scrta Penyidik
——

Pegawai Negeri Sipil lainnya di Kabupaten Pesisir
Selatan; .
bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
Mengin dengan Keputusan Bupati Pesisir Sclatan.
a - L2 ) -
8at : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang,
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten  Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatcra Tenpgah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun
1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 77 ) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1643);
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gat dan

Tabun 2004
. Republik Indonesia Nomor 4400) ;
- Undang-Undan Nomor 33 Tahun
. & -ri z >
Keuangan antara Pcrnl,rlntdh luchu
Dacrah (Lembaran Negara R ren
2004 Nomor 126, Tambahan Lem
iz mor 4438);
onesia l‘;‘; Tahun 2014 tentang
.pare ublik
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Ncg-l:\‘fl L‘Z:r\")baran
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba anb' e
Negara Republik Indonesia Nomor 558'{), se (‘x’;) 1, >
diubah dengan Peraturan pemerintah Pengga
Nomor 2 Tahun 2014 tentang
ang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
' (Lcmbzxran Negara
Nomor 246, Tambahan

blik

Perimbangan
Pemerintah
Indonesia ‘Tahun
Nepgara Republik Ind
Nomor

S. Undang-Undang

telah
Undang-Undang
Perubahan Atas Und
Pemerintahan Daerah
ahun 2014
ndonesia Nomor 5589);
6 Tahun 1988 tentang

Lembaran Negara Republik 1
Nomor
Vertikal di  Daerah

Peraturan Pemerintah
Kegiatan Instansi
Republik Indonesia Tahun 1988
Lembaran Negara Republik
’\at\“.

tentang
Republik Indonesia T

6.
Koordinasi
(Lembaran Negara
Nomor 10, Tambahan
Indonesia Nomor 3373);

Nomor 58 Tahun 2005 tentang

7. Peraturan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara

Pengelolaan  Keuangan
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
(=
Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
tentang

Nomor 41 Tahun 2007
Negara

Pemerintah
(Lembaran

9. Peraturan
Organisasi  Perangkat Daerah
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 u;m:mg
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2010 Nomor 9, 'l‘;,nnbal;:‘m Lcmbéran

?

N » , ~y . o 5 . Y .
Negara Republik Indonesia Nomor 5004)
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L. Peraturan Daerah Kabupaten P:::‘S‘idik Pegawal Ncger
Tahuan 2011 tentang Pejabat RexLy
Sipi N 8
Sipil Daerah; pesisir Selatan Nomor
18. Peraturan Dacrah Kabupaten o dapatan dan Belanl@
Tahun 2014 tentang Anggaran Pends
Dacrah Kabupaten
2015;

Tahun Anggaran

Pesisir Sclatan
16. Peraturan Bupati

Pesisir Selatan N
tentang Penjabaran ANgE
Daerah

omor 26 Tahun 20 1'4
aran Pendapatan dan Belanja
arz sy
Kabupaten Pesisir Sclatan Tahun AnNggar
2015.
MEMUTUSKAN
M-
, uu.‘lnpk:m .
\"‘:SAr . N
i Membentuk Forum Penegak Peraturan Daerah, Ketentraman
dan Ketertiban Umum di Kabupaten
2015, sebagaimana tercantum
dan merupakan Bagian
I\'l_;:DUA Keputusan Bupati 1ni.

Pesisir Selatan Tahun
dalam Lampiran Keputusan ini
yang tidak terpisahkan dari
Forum Penegak Peraturan Daerah,
Ketertiban Umum

Ketentraman dan
KESATU, mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
1.

sebagaimana dimaksud pada diktum

2

<

Pembina senantiasa memberikan arahan dan petunjuk
kepada pelaksana kegiatan;
Ketua

Pelaksana,

Sekretaris

dan Anggota bertugas

yang akan dilaksanakan, menyiapkan semua bahan-bahan

melakukan koordinasi dan konsultasi mengenai kegiatan
administrasi maupun

sarana

dan prasarana yang

dibutuhkan oleh Forum sebelum melaksanakan kegiatan,
serta bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang
dilaksanakan kepada Pembina,;
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